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ABSTRAK	
Studi	ini	mengulas	tentang	hukuman	adat	bagi	individu	yang	melakukan	pernikahan	dengan	

sesuku	di	komunitas	adat	Melayu	di	Desa	Cipang	Kanan,	Kabupaten	Rokan	Hulu,	Provinsi	Riau.	
Menikah	dengan	sesuku	dipandang	sebagai	pelanggaran	terhadap	aturan	kekerabatan	adat	yang	
telah	 dilestarikan	 dari	 generasi	 ke	 generasi.	 Tujuan	 dari	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	
mengidentifikasi	 faktor-faktor	 yang	 menyebabkan	 terjadinya	 pernikahan	 sesuku,	
menggambarkan	pandangan	tokoh	adat	mengenai	pelanggaran	tersebut,	serta	menggambarkan	
prosedur	penerapan	hukuman	adat.	 Studi	 ini	menerapkan	metode	penelitian	kualitatif	dengan	
pendekatan	yuridis	empiris,	sementara	teknik	pengumpulan	data	dilakukan	melalui	wawancara	
dan	observasi.	Temuan	penelitian	ini	mengindikasikan	bahwa	minimnya	pemahaman	mengenai	
silsilah	 suku	dan	praktik	perjodohan.	 Sanksi	 adat	diberikan	 secara	 simbolis	oleh	ninik	mamak	
setelah	disetujui	oleh	datuk	dalam	musyawarah	adat,	di	mana	sanksi	dikenakan	dalam	bentuk	
denda	berupa	ayam	atau	kambing,	dan	sanksi	yang	telah	ditentukan	harus	dilunasi	dalam	periode	
yang	ditetapkan	oleh	pemangku	adat,	beserta	proses	permohonan	maaf	di	hadapan	pemangku	
adat.	Hasil	ini	menunjukkan	urgensi	revitalisasi	nilai-nilai	adat	sebagai	mekanisme	kontrol	sosial	
untuk	menjaga	tatanan	sosial	dan	harkat	suku.	

Kata	Kunci:	Hukum	adat,	Perkawinan	Sesuku,	Adat	Melayu	Rokan	Hulu.	
	

ABSTRAK	
This	study	examines	customary	punishments	for	individuals	who	marry	within	their	own	tribe	

in	the	Malay	traditional	community	of	Cipang	Kanan	Village,	Rokan	Hulu	Regency,	Riau	Province.	
Marrying	within	one's	own	 tribe	 is	 seen	as	a	violation	of	 customary	kinship	rules	 that	have	been	
preserved	for	generations.	The	purpose	of	this	study	is	to	identify	the	factors	that	cause	inter-tribal	



SANKSI	ADAT	TERHADAP	PERKAWINAN	SESUKU	DALAM	MASYARAKAT	ADAT	MELAYU	
CIPANG	KANAN	KABUPATEN	ROKAN	HULU	RIAU	
Aisyah	Amini,	Laila	M.	Rasyid,	Cut	Asmaul	Husna	
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	

	
	

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

marriage,	 describe	 the	 views	 of	 traditional	 leaders	 regarding	 this	 violation,	 and	 describe	 the	
procedures	 for	 implementing	 customary	 punishments.	 This	 study	 applies	 a	 qualitative	 research	
method	 with	 an	 empirical	 juridical	 approach,	 while	 data	 collection	 techniques	 are	 conducted	
through	interviews	and	observations.	The	findings	of	this	study	indicate	a	lack	of	understanding	of	
tribal	genealogy	and	matchmaking	practices.	Customary	sanctions	are	symbolically	imposed	by	the	
ninik	mamak	after	being	approved	by	the	datuk	in	a	customary	meeting.	The	sanctions	are	imposed	
in	the	form	of	a	fine	in	the	form	of	a	chicken	or	goat,	and	the	predetermined	penalty	must	be	paid	off	
within	 a	 period	 determined	 by	 the	 traditional	 leader,	 along	with	 an	 apology	 process	 before	 the	
traditional	leader.	These	results	demonstrate	the	urgency	of	revitalizing	customary	values	as	a	social	
control	mechanism	to	maintain	social	order	and	tribal	dignity.	

Keywords:	 Customary	 Law,	 Intra-clan	 Marriage,	 Malay	 Customary	 Tradition	
Rokan		
																		Hulu	

	

1.	 PENDAHULUAN	

Pernikahan	adalah	momen	krusial	dalam	eksistensi	manusia.	Pernikahan	

tidak	 hanya	 melibatkan	 interaksi	 antara	 pria	 dan	 wanita,	 melainkan	 juga	

merupakan	 sesuatu	 yang	dihormati	 dan	 telah	dilaksanakan	 sejak	 zaman	kuno.	

Pernikahan	adalah	suatu	kontrak	untuk	menyatukan	diri	antara	seorang	pria	dan	

wanita	guna	melegitimasi	hubungan	di	antara	keduanya1.	Perkawinan	sejatinya	

adalah	suatu	hubungan	 fisik	dan	emosional	antara	seorang	pria	yang	berperan	

sebagai	 suami	 dan	 seorang	wanita	 yang	 berperan	 sebagai	 istri,	 dengan	 tujuan	

membangun	 sebuah	 keluarga	 yang	 bahagia	 dan	 abadi	 sesuai	 dengan	 ajaran	

agama.2		

Undang-undang	 No	 1	 Tahun	 1974	 tentang	 Perkawinan	 menegaskan	

bahwsanya	 “perkawinan	 yakni	 ikatan	 lahir	 bathin	 antara	 seorang	 pria	 dengan	

seorang	 wanita	 sebagai	 istri	 dengan	 tujuan	 membentuk	 keluarga	 atau	 rumah	

tangga	yang	bahagia	dan	kekal	berdasarkan	Ketuhanan	yang	Maha	Esa”.3	

 
1	Kumala	Tungga	Candrika.	Membongkar	Perkawinan	Sesuku	Masyarakat	Kopah	Kuantan	

Singingi	Provinsi	Riau.	Jurnal	Social	Integrity.	Institus	Seni	Indonesia,	vol.	1.,	no.	1,	(2024),	hlm.	99.	
https://library.isi-padangpanjang.ac.id/index.	

2	 Jamaluddin.	 Hukum	 Perkawinan(Pendekatan	 Undang	 –	 Undang	 Perkawinan	 Dan	
Kompilasi	Hukum	Islam).	Yogyakarta:	Deepublish	Digital,	2024,	hlm.	72.	

3	Undang-Undang	Perkawinan	Nomor	1	Tahun	1974	tentang	Perkawinan.	
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Sasaran	 dari	 pernikahan	 menurut	 Undang-undang	 Perkawinan	 adalah	

untuk	membangun	ikatan	suami	istri	yang	abadi	dan	penuh	kebahagiaan	selaras	

dengan	nilai-nilai	ilahi.	Dalam	perspektif	hukum	adat,	tujuan	ini	dapat	bervariasi	

tergantung	 pada	 konteks	 budaya	masyarakat	 setempat,	 umumnya	 disesuaikan	

dengan	 keyakinan	 agama	 yang	 dianut;	 jika	 pelaksanaan	 sesuai	 dengan	 ajaran	

agamanya,	maka	 dianggap	 sah4.	 Mengacu	 pada	 peraturan	 tradisi	Melayu	 Riau,	

khususnya	 di	 Rokan	 Hulu	 Desa	 Cipang	 Kanan,	 meskipun	 pernikahan	 diakui	

sebagai	sah,	terdapat	ketentuan	adat	yang	mengharuskan	pembayaran	sanksi	jika	

melangsungkan	perkawinan	dengan	sesuku.	Sanksi	adat	dapat	diartikan	selaku:5	

a. Bersifat	mengikat,	tetapi	hanya	berlaku	pada	masyarakat	tertentu.	

b. Bersifat	 tertulis	 dan	 diterapkan	 secara	 turun	 temurunBersifat	menegur	

dan	menghukum	lebih	keras	

c. Bersifat	lebih	kaku	dan	tidak	bisa	diganggu	gugat	sanksi	adat	istiadat	dapat	

berupa	 dikucilkan,	 diasingkan	 dan	 diturunkan	 dari	 status	 sosialnya	 di	

masyarakat.	

Perkawinan	tradisional	memiliki	banyak	variasi	yang	berbeda	sepanjang	

kehidupan	masyarakat,	sehingga	menyebabkan	perbedaan	dalam	setiap	hukum	

tradisi	 di	 Indonesia.	 Meskipun	 terdapat	 perbedaan	 dalam	 cara	 pelaksanaan	

upacara	 adat	 kuno,	 dasar	 budaya	 dari	 berbagai	 praktik	masih	memiliki	 nenek	

moyang	 yang	 sama	 dalam	 budaya	 Melayu.	 Hampir	 semua	 komunitas	 adat	

mengakui	hal	 ini,	menilai	perkawinan	 sebagai	urusan	 sosial	dan	kekeluargaan,	

bukan	hanya	urusan	pribadi	keluarga	semata.6	

 
4	Tinuk	Dwi	Cahyani.	Hukum	Perkawinan.	Malang:	Umm	Press,		2020,	hlm.	2.	
5	Nofrin	Ariska	Beru	Sembiring,	Jamaluddin,	dan	Faisal.	Eksistensi	Perkawinan	Eksogami	

Masyarakat	Suku	Gayo	Di	Lingkungan	Perkotaan	Dan	Perdesaan	(Studi	Penelitian	di	Kecamatan	
Lut	 Tawar	 dan	 Kecamatan	 Linge	 Kabupaten	 Aceh	 Tengah).	 Jurnal	 Ilmiah	 Mahasiswa.	 Fakultas	
Hukum	 Universitas	 Malikussaleh,	 vol.	 IV.,	 no.	 1.,	 (Januari	 2021),	 hlm.	 93.	
https://doi.org/10.29103/jimah.v4i1.4089.	

6	Harisul	Miftah,	Ahmad,	dan	Wahyu	Agung	Dwi	Putra.	Larangan	Pernikahan	Sesama	Suku	
Melayu	Riau	dalam	Perspektif	Hukum	 Islam	dan	Hukum	Positif.	 Journal	 of	 Shariah	and	 Justice,	
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Pernikahan	antar	suku	adalah	sesuatu	yang	sangat	dilarang	dalam	banyak	

kelompok	 etnis.	 Seperti	 pada	 masyarakat	 Minangkabau	 yang	 melarang	

pernikahan	 dengan	 individu	 sepemukiman	 atau	 satu	 komunitas.7	 Selanjutnya,	

masyarakat	 Batak	 juga	 sangat	 menentang	 keras	 adanya	 pernikahan	 semarga	

karena	 pernikahan	 Semarga	 Namariboto	 dipandang	 sebagai	 hubungan	 darah.8	

Selanjutnya,	 sama	 halnya	 dengan	 komunitas	 Melayu	 yang	 juga	 melarang	

pernikahan	antar	suku,	khususnya	di	Desa	Cipang	Kanan,	Kabupaten	Rokan	Hulu,	

Riau,	di	mana	larangan	ini	telah	ada	sejak	zaman	dahulu.	Hal	ini	dianggap	tidak	

wajar,	 yang	 dimaksud	 dengan	 tidak	wajar	 di	 sini	 adalah	 bahwa	menikah	 satu	

suku,	yaitu	menikah	dalam	garis	keturunan,	adalah	hal	yang	bertentangan	dengan	

adat	istiadat	dan	dapat	mencemarkan	nama	baik	suku	tersebut.9	Aturan	mengenai	

larangan	perkawinan	antar	suku	di	Desa	Cipang	Kanan,	Rokan	Hulu,	telah	lama	

ditegakkan,	 dan	 setiap	pelanggar	 akan	mendapatkan	 sanksi	 dari	 ninik	mamak.	

Apabila	 sanksi	 tersebut	 tidak	 dipenuhi,	 pasangan	 itu	 bisa	 diusir	 dari	 desa	 dan	

dilarang	untuk	kembali	sebelum	memenuhi	sanksi	berdasarkan	ketentuan	adat.	

 
Fakultas	 Syariah	 UIN	 Sultan	 Maulana	 Hasanuddin	 Indonesia,	 vol.	 3,	 no.	 1	 (2023),	 hlm.	 93.	
https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.51.	

7	Febria,	Ria,	Rini	Heryanti,	dan	Amri	Panahatan	Sihotang.	Kajian	Hukum	Perkawinan	Adat	
Sesuku	di	Masyarakat	Minangkabau.	 Jurnal	Semarang	Law	Review,	Fakultas	Hukum	Universitas	
Semarang,	vol.	3,	no.	1	(2022),	hlm.	14.	https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774.	

8	Siahaan,	David	Andrian	H.	Akibat	Perkawinan	Semarga	dalam	Hukum	Adat	Batak	Toba.	
Jurnal	 Hukum,	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Surabaya,	 vol.	 3,	 no.	 3	 (2016).	
https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.18439.	

9	Yanti,	Rahma,	Manfarisyah,	dan	Malahayati.	Peran	Sarak	Opat	dalam	Perkawinan	Adat	
Gayo	 di	 Kabupaten	 Aceh	 Tengah.	 Jurnal	 Ilmiah	 Mahasiswa,	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	
Malikussaleh,	vol.	7,	no.	1	(Januari	2024).	https://doi.org/10.29103/jimah.v7i1.14460.	
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Merujuk	pada	penjelasan	di	atas,	penulis	berminat	untuk	menyelidiki	lebih	

dalam	 tentang	 hukuman	 adat	 yang	 diterapkan	 terhadap	 larangan	 pernikahan	

 
10	Masykuri,	Subkhan.	Larangan	Pernikahan	Sesuku	pada	Suku	Melayu	dalam	Perspektif	

Hukum	 Islam	 (Studi	 Kasus	 di	 Kecamatan	 Perhentian	 Raja	 Kabupaten	 Kampar	 Provinsi	 Riau).	
Skripsi,	 Fakultas	 Syariah	 Institut	 Agama	 Islam	 Negeri	 Salatiga,	 2016.	 http://e-
repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1048/.	

11	 Yulanda,	 Resty.	 Sanksi	 Adat	 Terhadap	Perkawinan	 Sesuku	 dalam	Kenagarian	 Sungai	
Asam	 Kabupaten	 Padang	 Pariaman.	 Skripsi,	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Andalas,	 2011.	
http://repository.unand.ac.id/17276/1/sanksi_adat_terhadap_perkawinan_sesuku.pdf.	

12	Mahesa,	Antony	Artha.	Penyelesaian	Hukum	Adat	Terhadap	Pernikahan	Sesuku	(Studi	
Kasus	 di	 Desa	 Pulau	 Komang,	 Kecamatan	 Sentajo	 Raya,	 Kabupaten	 Kuantan	 Sengingi).	 Skripsi,	
Fakultas	Syariah	Universitas	Islam	Riau,	2020.	https://repository.uir.ac.id/17625/.	
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dalam	suku	yang	sama	di	Desa	Cipang	Kanan,	Kabupaten	Rokan	Hulu,	Riau,	yang	

akan	dituangkan	dalam	karya	tulis	berupa	skripsi	berjudul	“Sanksi	Adat	Terhadap	

Perkawinan	 Sesuku	 Dalam	Masyarakat	 Adat	 Melayu	 Cipang	 Kanan	 Kabupaten	

Rokan	Hulu	Riau”.	

	

2.		 METODE	PENELITIAN	

Dengan	memperhatikan	 penjelasan	mengenai	 konteks	 permasalahan	 di	

atas,	maka	bisa	disimpulkan	suatu	rumusan	yang	menjadi	pokok	permasalahan	

dalam	 kajian	 ini.	 Yang	menjadi	 fokus	 permasalahan	 dalam	 penyusunan	 jurnal	

penelitian	 ini	 yakni;	 (a).	 “Apa	 faktor	 yang	 melatarbelakangi	 terjadinya	

perkawinan	sesuku	di	Desa	Cipang	Kanan	Kabupaten	Rokan	Hulu.	(b).	Bagaimana	

pandangan	ninik	mamak	atau	datuk	 terhadap	pelaku	perkawinan	sesuku	serta	

bentuk	sanksi	adat	yang	diberikan.	(c).	Bagaimana	proses	penerapan	sanksi	adat	

terhadap	 pelaku	 perkawinan	 sesuku	 dalam	 masyarakat	 adat	 Melayu	 Cipang	

Kanan?”.	

Tipe	penelitian	yang	diterapkan	adalah	penelitian	hukum	kualitatif,	yaitu	

sebuah	 analisis	 yang	 menyelidiki	 penerapan	 hukum	 adat	 dalam	 praktiknya,	

dengan	 mengkaji	 bagaimana	 norma-norma	 hukum	 adat	 diimplementasikan	

dalam	kehidupan	komunitas.13	Studi	ini	mengadopsi	pendekatan	yuridis	empiris,	

yakni	cara	yang	berlandaskan	data	primer	yang	didapatkan	melalui	observasi	dan	

interaksi	langsung	dengan	para	pelaku,	keluarga,	ninik	mamak,	serta	Kepala	Desa	

Cipang	Kanan,	yang	selanjutnya	dihubungkan	dengan	ketentuan	hukum	adat	yang	

berlaku.14	 Tipe	 data	 dalam	 studi	 ini	 meliputi	 data	 primer,	 yang	 merupakan	

informasi	yang	diperoleh	langsung	dari	responden	di	lokasi,	serta	data	sekunder	

 
13	 Abdulkadir	Muhammad.	Hukum	dan	Penelitian	Hukum,	 Bandung:	 Citra	Aditya	Bakti,	

2004,	hlm.	134.	
14	 Soekanto	 dan	 Mamudji.	 Penelitian	 Hukum	 Normatif,	 Jakarta:	 RajaGraaindo	 Persada,	

2014,	hlm.	13.	
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yang	 dikumpulkan	 dari	 sumber	 hukum,	 jurnal	 akademik,	 dan	 undang-undang	

seperti	 Undang-Undang	 Nomor	 1	 Tahun	 1974	 dan	 Undang-undang	 Nomor	 16	

Tahun	 2019.	 Untuk	 memperkuat	 analisis,	 teori	 hukum	 adat	 dari	 Ter	 Haar	

digunakan,	 yang	 menunjukkan	 bahwa	 hukum	 adat	 bersifat	 tidak	 tertulis	 dan	

muncul	 dari	 kesadaran	 hukum	 masyarakat,	 15	 serta	 teori	 fungsi	 hukum	 dari	

Soerjono	Soekanto	yang	menguraikan	bahwasanya	hukum	berfungsi	sebagai	alat	

kontrol	 sosial	 yang	 menjaga	 ketertiban	 dan	 keharmonisan	 dalam	 masyarakat	

adat.16	

	

2.		 HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN	

A. Faktor	 Yang	 Melatarbelakangi	 Terjadinya	 Perkawinan	 Sesuku	 Di	
Desa	Cipang	Kanan	Kabupaten	Rokan	Hulu	Riau	

Perkawinan	merupakan	suatu	bentuk	kolaborasi	antara	pria	dan	wanita	

untuk	berbagi	hidup,	membangun	sebuah	keluarga,	dan	meneruskan	keturunan	

dalam	suatu	hubungan	yang	diakui	oleh	masyarakat	dan	peraturan.	Perkawinan	

adat	 adalah	 serangkaian	 kehidupan	 bersama	 antara	 seorang	 pria	 dan	 wanita,	

yang	 bersifat	 kolektif	 dengan	 tujuan	 menghasilkan	 penerus	 generasi	 agar	

kehidupan	persekutuan	atau	klan	mereka	tidak	punah,	yang	sebelumnya	diiringi	

dengan	rangkaian	upacara	tradisional.17		

Tradisi	 pernikahan	 adalah	 elemen	 dalam	 sistem	 kebudayaan	 yang	

mengatur	interaksi	antara	individu	dan	keluarga	dengan	cara	yang	terhormat.	Hal	

ini	menegaskan	bahwa	cara-cara	pernikahan	Melayu	adalah	gambaran	dari	nilai-

 
15	B.	Ter	Haar.	Asas-Asas	dan	Susunan	Hukum	Adat,	Jakarta:	Pradnya	Paramita,	2000,	hlm.	

41.	
16	Soerjono	Soekanto.	Pokok-Pokok	Sosiologi	Hukum,	Jakarta:	RajaGraaindo	Persada,	2006,	

hlm.	67.	
17	Yulia.	Buku	Ajar	Hukum	Adat,	Lhokseumawe:	Unimal	Press,	2016,	hlm.	49.	
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nilai	mulia	masyarakat	 yang	memandang	pernikahan	 sebagai	momen	 suci	 dan	

bermartabat.18	

Berdasarkan	 pengamatan	 lapangan	 dan	 dialog	 dengan	 pelaku,	 ada	

sejumlah	 faktor	 utama	 yang	 mendasari	 terjadinya	 penyatuan	 sesuku	 di	 Desa	

Cipang	Kanan:	

1) Minimnya	 pengetahuan	 generasi	 muda	 terhadap	 latarbelakang	 suku:	

Berdasarkan	 wawancara	 bersama	 pelaku	 perkawinan	 sesuku	 maka	

penulis	 mendapatkan	 faktor	 yang	 melatarbelakangi	 terjadinya	

perkawinan	 sesuku	 di	 Desa	 Cipang	 Kanan.	 Minimnya	 pengetahuan	

generasi	 muda	 terhadap	 silsilah	 suku	 masing-masing	 menjadi	 faktor	

dominan.19	

2) Perjodohan	antara	pasangan:	Berdasarkan	wawancara	bersama	pasangan	

pelaku	 perkawinan	 sesuku	maka	 penulis	mendapatkan	 faktor	 lain	 yang	

menyebabkan	terjadinya	perkawinan	sesuku	di	Desa	Cipang	Kanan	yaitu	

adanya	perjodohan	yang	terjadi	antara	pasangan.20	Banyak	pasangan	yang	

menjalin	 hubungan	 asmara	 tanpa	 terlebih	 dahulu	 mengetahui	 atau	

menelusuri	 latar	 belakang	 suku	 pasangannya.	 Hal	 ini	 terjadi	 karena	

pewarisan	 pengetahuan	 adat	 melalui	 jalur	 lisan	 dalam	 keluarga	 mulai	

terabaikan	akibat	modernisasi	dan	pengaruh	luar.	

	

B. Pandangan	 Datuk	 Terhadap	 Perkawinan	 Sesuku	 Yang	 Terjadi	 Di	
Desa	Cipang	Kanan	Kabupaten	Rokan	Hulu	Riau	

Datuk	 adalah	 gelar	 prestisius	 yang	 diberikan	 kepada	 individu	 yang	

dihormati	dan	dipilih	oleh	komunitas	adat	untuk	memimpin	dan	menjaga	tatanan	

tradisi	di	dalam	kelompoknya.	Dalam	struktur	masyarakat	adat	Melayu,	terutama	

 
18	Tenas	Effendy.	Tunjuk	Ajar	Melayu	Riau,	Pekanbaru:	Penerbit	UNRI	Press,	2006,	hlm.	84.	
19	Zumri	dan	Yuoftawirna.	Pelaku	Perkawinan	Sesuku,	Wawancara,	Tanggal	07	Juni	2025.	
20	Yunita	dan	Yasmon.	Pelaku	Perkawinan	Sesuku,	Wawancara.	Tanggal	07	Juni	2025.	
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di	daerah	Riau	seperti	Desa	Cipang	Kanan,	Datuk	memiliki	posisi	teratas	dalam	

hierarki	 kepemimpinan	 tradisional	 dan	 memiliki	 kekuasaan	 penuh	 dalam	

mengambil	keputusan	yang	berkaitan	dengan	norma-norma	adat,	penyelesaian	

konflik,	serta	penjatuhan	sanksi	adat.	

1) Pandangan	 datuk	 kampung	 Kersik	 Putih	 terhadap	 perkawinan	 sesuku:	

Menurut Datuk di Kampung Kersik Putih, perkawinan sesuku dipandang setara 

dengan perkawinan sedarah dalam perspektif adat, meskipun tidak selalu ada 

hubungan biologis langsung. Hal ini karena masyarakat sesuku diyakini masih 

memiliki ikatan kekerabatan dari leluhur yang sama. Oleh sebab itu, pernikahan 

semacam ini dianggap melanggar norma adat serta mencederai nilai kesopanan 

dan tata krama masyarakat Melayu..21	

2) Pandangan	datuk	kampung	Kubang	Buaya	terhadap	perkawinan	sesuku:	

Hasil wawancara dengan Datuk Kampung Kubang Buaya menunjukkan bahwa 

larangan adat terhadap perkawinan sesuku di Desa Cipang Kanan telah 

diwariskan sejak zaman leluhur. Menurut beliau, aturan ini terus dipertahankan 

karena dianggap membawa kebaikan bagi masyarakat adat secara keseluruhan, 

sehingga menjadi bagian penting dari pelestarian nilai dan norma dalam 

kehidupan bermasyarakat.22	

3) Pandangan	 datuk	 kampung	 Batas	 terhadap	 perkawinan	 sesuku:	

Berdasarkan	 wawancara	 dengan	 datuk	 Andrinas	 beliau	 menyampaikan	

pandangan	 terhadap	 alasan	 yang	 menjadi	 dasar	 perkawinan	 sesuku	 di		

kampung	 Batas	 Desa	 Cipang	 Kanan	 yaitu	 adat	 menganggap	 bahwa	

masyarakat	yang	sesuku	dianggap	satu	darah	dan	satu	keturunan.	Alasan	

 
21	Padrison.	Datuk	Kalisati	Kersik	Putih	Cipang	Kanan	Rokan	Hulu,	Wawancara,	Tanggal	

08	Juni	2025.	
22	Ison.	Datuk	Majosati	Kubang	Buaya	Cipang	Kanan	Rokan	Hulu,	Wawacara,	07	Juni	2025.	



SANKSI	ADAT	TERHADAP	PERKAWINAN	SESUKU	DALAM	MASYARAKAT	ADAT	MELAYU	
CIPANG	KANAN	KABUPATEN	ROKAN	HULU	RIAU	
Aisyah	Amini,	Laila	M.	Rasyid,	Cut	Asmaul	Husna	
Vol.	8,	No.	2,	(April)	2025	

	
	

Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	
e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		

 

selanjutnya	 adat	 melarang	 perkawinan	 sesuku	 ialah	 karena	 ingin	

mencegah	terjadinya	konflik	antara	masyarakat	yang	sesuku.23	

Menurut Datuk di Desa Cipang Kanan, pernikahan dalam satu suku dianggap 

melanggar norma dan tradisi leluhur. Larangan ini berakar dari kepercayaan yang 

diturunkan dari generasi ke generasi, bahwa anggota suku yang sama dipandang 

sebagai satu garis keturunan, sehingga pernikahan di antara mereka dianggap seperti 

melanggar batas kerabat, bahkan serupa dengan perkawinan antarsaudara. Oleh karena 

itu, tradisi secara jelas mengharamkan praktik itu demi menjaga keseimbangan dan 

kesucian struktur sosial komunitas. Melalui wawancara, para Datuk juga 

menyampaikan rasa kekecewaan terhadap generasi muda yang mulai mengabaikan 

larangan tersebut. Untuk melindungi dan melestarikan nilai-nilai tradisi, pertemuan 

adat tahunan rutin diadakan antar suku. Tujuannya adalah untuk menanamkan kembali 

kesadaran kepada generasi penerus agar terus menghormati dan mematuhi tradisi 

sebagai panduan hidup masyarakat Melayu di Cipang Kanan.	

	

C. Proses	 Penerapan	 Sanksi	 Terhadap	 Pelaku	 Perkawinan	 Sesuku	 Di	
Desa	Cipang	Kanan	Kabupaten	Rokan	Hulu	Riau	

Sanksi	 dapat	 berbentuk	 represif	 maupun	 restoratif	 berdasarkan	

karakteristik	hukumnya.	Dalam	ranah	hukum	formal	(positif),	sanksi	cenderung	

bersifat	 represif	 dan	 jelas,	 seperti	 denda,	 penahanan,	 atau	 penjara.	 Sementara	

dalam	hukum	non-tertulis,	seperti	hukum	adat,	sanksi	lebih	mencerminkan	nilai	

sosial	 dan	 simbolik	 yang	 bertujuan	 untuk	 memulihkan	 keseimbangan	 yang	

terganggu.24	

 
23	Andrinas.	Datuk	Monarosati	Batas	Cipang	Kanan	Rokan	Hulu,	Wawancara,	Tanggal	07	

Juni	2025.	
	

24	Abdul	Halim	Barkatullah.	Hukum	Perkawinan	Adat	dalam	Perspektif	Modern,	 Jakarta:	
Prenadamedia	Group,	2021,	hlm.	78.	
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Dalam	 sistem	 hukum	 tradisional,	 hukuman	memiliki	 makna	 yang	 lebih	

mendalam,	bukan	hanya	 sebagai	bentuk	penalti	 tetapi	 juga	 sebagai	 cara	untuk	

memperbaiki	 hubungan	 sosial	 dan	menjaga	 keseimbangan	 dalam	masyarakat.	

Hukuman	 adat	 umumnya	 dilaksanakan	melalui	 pertemuan	 antara	 tokoh	 adat,	

pelanggar,	 dan	 komunitas,	 yang	 bertujuan	 agar	 pelanggaran	 tersebut	 tidak	

menyebabkan	 konflik	 yang	 berkepanjangan.25	 Dalam	 menangani	 pelanggaran	

larangan	 ikatan	 perkawinan	 antara	 sesuku,	 maka	 para	 pemimpin	 adat	

memberikan	hukuman	berupa:26	

1) Sanksi	 ringan	 berupa	 4	 ekor	 ayam,	 dijatuhkan	 pada	 pasangan	 yang	

memiliki	hubungan	suku	yang	tidak	terlalu	dekat,	atau	tidak	disertai	

pelanggaran	tambahan	seperti	hamil	di	luar	nikah.	

2) Sanksi	berat	berupa	1	ekor	kambing,	dijatuhkan	jika	hubungan	suku	

sangat	 dekat	 atau	 pelanggaran	 disertai	 aib	 yang	 berat	 seperti	

kehamilan	sebelum	pernikahan.	

Prosedur	 pelaksanaan	 hukuman	 adat	 dimulai	 dengan	 musyawarah	 di	

dalam	 keluarga,	 kemudian	 dilanjutkan	 dengan	 keputusan	 ninik	 mamak	 yang	

memperoleh	izin	dari	datuk	untuk	menerapkan	sanksi.	Pertemuan	adat	dilakukan	

kemudian	 untuk	 pelunasan	 sanksi	 secara	 simbolis,	 di	 antaranya	 dengan	

menyerahkan	 kain	 putih	 kepada	 pemimpin	 suku	 sebagai	 simbol	 permohonan	

maaf	 dan	 rasa	malu	 dari	 pihak	 keluarga	 pelaku.	 Tahap	 akhir	 ditandai	 dengan	

pernyataan	 permohonan	 maaf	 dari	 pelanggar	 kepada	 para	 pemangku	 adat.	

Sebagai	 penutup,	 diadakan	 perjamuan	 adat	melalui	 penyembelihan	 ayam	 atau	

kambing,	yang	disajikan	dalam	forum	terbatas	sebagai	lambang	penyucian.	Dalam	

tradisi	Melayu	Riau,	ninik	mamak	memiliki	peran	penting	dalam	struktur	adat,	

termasuk	dalam	penyelesaian	konflik,	pernikahan,	warisan,	hingga	pelanggaran	

 
25	Yuliawati.	Hukum	Adat:	Relevansi	dan	Keberlakuannya	dalam	Sistem	Hukum	Indonesia,	

Jakarta:	Reaika	Aditama,	2022,	hlm.	91.	
26	26	Sahardi.	Ninik	Mamak	Kersik	Putih	Cipang	Kanan	Rokan	Hulu,	Wawancara,	Tanggal	

08	Juni	2025.	
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adat.	Mereka	bertindak	sebagai	pembimbing,	pendidik,	dan	penegak	hukum	adat	

bagi	anggota	sukunya.	

Implementasi	 sanksi	 kultural	 dalam	 komunitas	 Melayu	 Cipang	 Kanan	

dianggap	sebagai	wujud	tanggung	jawab	etis	dan	sosial.	Meskipun	tidak	memiliki	

kekuatan	 paksaan	 secara	 hukum	 formal,	 pelanggar	 tetap	 menaati	 dengan	

kesadaran	 penuh.	 Sanksi	 kultural	 tidak	 hanya	 bersifat	 hukuman,	 tetapi	 juga	

berfungsi	sebagai	alat	pembelajaran	budaya	dan	kontrol	sosial	yang	memperkuat	

solidaritas	 serta	 kehormatan	 komunitas.	 Hasil	 pengamatan	 dan	 wawancara	

menunjukkan	 bahwa	 nilai-nilai	 kultural	 masih	 dijunjung	 tinggi	 di	 tengah	

perubahan	zaman.	

4.		 KESIMPULAN	

Pernikahan	 antarsuku	 dalam	 komunitas	 adat	 Melayu	 Cipang	 Kanan,	

meskipun	 tidak	 melanggar	 regulasi	 negara	 maupun	 ajaran	 agama,	 tetap	

dipandang	sebagai	pelanggaran	signifikan	terhadap	nilai-nilai	adat	yang	dianggap	

sakral.	 Ini	 mencerminkan	 pentingnya	 garis	 keturunan	 dan	 kehormatan	 suku	

dalam	tatanan	sosial	masyarakat	adat.	Penyebab	utama	terjadinya	pelanggaran	

ini	adalah	kurangnya	pengetahuan	generasi	muda	mengenai	asal-usul	suku	serta	

adanya	 tradisi	 perjodohan.	 Tokoh	masyarakat	 seperti	 datuk	 dan	 ninik	mamak	

memiliki	 peranan	 penting	 dalam	mempertahankan	 norma-norma	 adat	melalui	

sanksi	simbolis	yang	bersifat	edukatif	dan	rekonsiliatif,	seperti	penyerahan	kain	

putih	atau	hewan	yang	disembelih.	Sanksi	adat	ini	bukan	hanya	sebagai	bentuk	

penghukuman,	 melainkan	 juga	 sebagai	 alat	 pemulihan	martabat	 dan	 integrasi	

sosial,	 menegaskan	 bahwa	 hukum	 adat	 tetap	 memiliki	 daya	 mengikat	 dan	

relevansi	 sebagai	 kontrol	 sosial.	Maka	 dari	 itu,	 pemeliharaan	 nilai-nilai	 tradisi	

adalah	 tindakan	 krusial	 dalam	 mempertahankan	 identitas	 dan	 kelangsungan	

budaya	masyarakat	Melayu	Cipang	Kanan.	
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